DPRD KOTA KENDARI SEPAKATI RAPBD TAHUN 2025
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari menyepakati RAPBD Kota
Kendari tahun 2025. Penandatanganan berita acara persetujuan bersama Raperda APBD
tahun 2025 berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Kota Kendari, Sabtu (30/11/2024).
Pj Wali Kota Kendari Muhammad Yusup menjelaskan, RAPBD Kota Kendari tahun 2025
telah dibahas bersama tim anggaran Pemerintah Kota Kendari dengan Badan Anggaran
DPRD.

Dokumen APBD tersebut disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
dan KUA PPAS, dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, seperti aspek sosial,
ekonomi, politik dan keamanan, termasuk arah kebijakan Kota Kendari tahun 2025.
“Khususnya yang berkaitan dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan, penataan wajah
kota, penerangan lampu jalan, pembangunan sarana, prasarana dan utilitas, pengelolaan
persampahan, penanganan kebencanaan, serta mendukung penanganan stunting,
kemiskinan, pengendalian inflasi, ketahanan pangan dan kemudahan investasi,” ungkap
Pj Wali kota Kendari.

Selanjutnya, dokumen RAPBD Kota Kendari ini akan dievakuasi oleh Pemda
Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian akan ditetapkan oleh DPRD Kota Kendari.
Selain penandatanganan berita acara persetujuan bersama Raperda APBD, DPRD dan
Pemerintah kota Kendari juga menandatangani deklarasi pokok pikiran DPRD Kota
Kendari tahun 2025.
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Sumber Berita:

1. https://www.rri.co.id/sulawesi-tenggara/daerah/1161274/dprd-kota-kendari-
sepakati-rapbd-tahun-2025, “DPRD Kota Kendari Sepakati RAPBD Tahun 2025,
tanggal 1 Desember 2024;dan

2. https://haluansultra.id/2024/12/01/dprd-kota-kendari-sepakati-rapbd-2025/ , “DPRD
Kota Kendari Sepakati RAPBD 2025, tangal 1 Desember 2024.

Catatan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa perbendaharaan negara adalah
pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan
kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah :

a. Pasal 310 ayat (2) menyatakan bahwa KUA serta PPAS yang telah disepakati
kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam
menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah;

b. Pasal 310 ayat (3) menyatakan bahwa Rencana kerja dan anggaran satuan kerja
perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada
pejabat pengelola keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Perda
tentang APBD tahun berikutnya;

c. Pasal 311 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala daerah wajib mengajukan rancangan
Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya
kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;

d. Pasal 311 ayat (3) menyatakan bahwa Rancangan Perda sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibahas kepala daerah bersama DPRD dengan berpedoman pada
RKPD, KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
a. Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang
ditetapkan dengan Perda;

b. Pasal 1 ayat (70) menyatakan bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang
selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan
melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD;
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c. Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah
dan kemampuan Pendapatan Daerah;

d. Pasal 23 ayat (4) menyatakan bahwa APBD, perubahan APBD, dan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. Pasal 26 menyatakan bahwa APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan
Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang
mengenai keuangan negara;

f. Pasal 104 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib mengajukan
rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung
kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun
anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah
dan DPRD;

g. Pasal 106 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib
menyetujui Bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 bulan
sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun;

h. Pasal 112 ayat (1) menyatakan bahwa Rancangan Perda kabupaten/kota tentang
APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang Rancangan
Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan
Perkada tentang penjabaran APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan
Perda kabupaten/kota tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh
bupati/wali kota;
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